BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini adalah dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan hidup manusia dan juga dalam rangka
melaksanakan ibadah kepada Allah swt.

Usaha manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan hidup umat di
muka bumi ini sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Dalam pandangan
Islam, kegiatan ekonomi yang sesuai dan dianjurkan adalah melalui kegiatan
bisnis dan juga investasi. Beberapa perintah dalam dua hal tersebut
disampaikan secara eksplisit dan juga implisit dalam Al-Qur’an dan juga
Sunnah Rasulullah SAW. Dari konsep yang disampaikan dalam dua pegangan
hidup umat manusia tersebut kita dapat melihat bahwa sistem ekonomi yang
dikembangkan oleh Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan tingkat
pertumbuhan ekonomi umat manusia dalam jangka panjang dan juga dalam
rangka memaksimalkan tingkat kesejahteraan umat manusia. Sistem ekonomi
Islam tentunya mengemban amanat yang sama dengan apa yang diharapkan
terwujud konsep sistem ekonomi Islam.'

Perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat

muncullah produk-produk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan

! Nurul dan Mohamad, Lembaga Keuangan Islam, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,
2010),3.



lembaga keuangan non bank. Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek
yang diatur oleh syari’at Islam, yaitu muamalah.’

Islam melarang praktik muamalah yang mengandung unsur yang tidak
halal. Seperti dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008,
ditegaskan asas perbankan Syariah, yang menentukan sebagai berikut:
“Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip
Syariah, demokrasi ekonomi, dan prisnip kehati-hatian.™

Dari ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dapat
diketahui secara jelas, bahwa perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan
usaha diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip Syariah.
Mengenai prinsip Syariah dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang mengartikan sebagai
berikut:Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam
antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan
kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai dengan Syariah,
antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudarabah),
pembiayaan berdasrkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual
beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan

barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau

2 Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah - Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, (Jakarta :
AlvaBet , 1999), 201.
¥ Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 151.



dengan adanya pilihan pemindahankepemilikan atas barang yang disewa dari

pihak bank oleh pihak lain (7jarah wa igtina).

Berdasarkan hal ini, maka mengandung arti, bahwa kegiatan usaha dan

produk perbankan yang berasaskan prinsip Syariah tersebut, antara lain adalah

kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur seperti dalam penjelasan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, yaitu:

1.

Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah antara lain dalam
transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas,
dan waktu penyerahannya;

Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang
tidak pasti dan bersifat untung-untungan;

Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak
diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi
dilakukan kecuali diatur lain dalam Syariah;

Zulm, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidpembiayaanilan bagi pihak
lainnya;

Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam Syariah.”*

Salah satu jenis pembiayaan dalam bank Syariah adalah dengan

pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah menurut Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang

dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

* Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika,
2012), 115.



mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil.’

Lembaga pembiayaan merupakan salah satu fungsi bank, selain fungsi
menghimpun dana dari masyarakat. Kini pembiayaan yang paling banyak
diminati nasabah di perbankan yaitu pembiayaan murabahah.

Mourabahah yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan
keuntungan yang telah disepakati.® Pengertian lain murabahah adalah
penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.’
Pada murabahah, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi. Sementara
pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.®
Murabahah merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip pembiayaan
ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di semua bank
Islam. Penerapan murabahah dalam lembaga keuangan dilakukan antara
nasabah sebagai pembelidan bank sebagai penjual, dengan harga dan
keuntungan disepakati diawal.” Murabahah seperti ini bersifat amanah,
dimana pembeli mempercayai perkataan penjual tentang harga pertama tanpa
bukti dan sumpah, sehingga harus terhindar dari khianat dan prasangka
buruk.'® Saat ini objek pembiayaan murabahah pada bank Syariah sangatlah

beragam jenisnya. Misalnya saja pada pembiayaan secara mengangsur rumah

> Kansil dan Cristine, Kitab Undang-Undang Perusahaan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001),
569.

*Muhammad Syafi’i Antonio, Bank SyariahDari Teori Ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001),
101.

’Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12, (Bandung: PT. Al-Ma’arif,1988), 82.

®Adrian Sutedi, Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2009), 122.

® Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah,....., 201.

19 Wiroso, Jual Beli Murabahah, (Yogyakarta : UlI press, 2005 ),12.



pembiayaan murabahah yang saat ini menjadi favorit di kalangan para
nasabah.

Salah satu bank yang menerapkan Griya iB Hasanah ini adalah Bank
Negara Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat BNI Syariah.
Pembiayaan ini merupakan salah satu fasilitas pembiayaan konsumtif yang
diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun,
merenofasi rumah, (termasuk ruko, rukan, rusun, apartemen, dan sejenisnya),
dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan
dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-
masing calon."'

Penerapan jual beli murabahah yang ada di bank BNI Syariah pada saat
ini ditemukan adanya permasalahan. Keterlambatan nasabah dalam
pengembalian angsuran ada beberapa faktor-faktor, yaitu;

1. Keterlambatan nasabah dalam pengembalian angsuran terjadi karena
nasabah memang sengaja menunda pembayaran angsuran;

2. Dana angsuran yang seharusnya dibayarkan ke pihak bank, diselewengkan
untuk keperluan lainnya;

3. Usaha yang bangkrut atau tidak laku.

BNI Syariah KC Surabaya menetapkan ganti rugi terhadap orang yang
tidak membayar angsuran tepat waktu kepada nasabah baik diberikan kepada
nasabah yang mampu dan yang tidak mampu. Ganti rugi dikenakan harus

sesuai dengan kerugian riil tetapi BNI Syariah menetapkan ganti rugi pada

1 www. bnisyariah.co.id, diakses pada 10 Oktober 2016.



awal kontrak. Padahal penetapan di awal kontrak itu dikategorikan dengan
denda (ta’zir). Sedangkan ta’wid ini dikenakan sesuai dengan kerugian riil
atau penetepan di tengah-tengah pembiayaan bermasalah itu terjadi. Sesuai
dengan Fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIIII/2004 bahwa ganti
rugi(za’wid) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau
karena melakukan kelalaian yang menyimpang dari ketentuan akad. Ganti rugi
(ta’wid) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena
kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan
menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti rugi (¢a 'wid) adalah sesuai
dengan nilai kerugian riil (real/ loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam
transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi
(potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity). Ganti rugi
(ta’wid) hanya boleh dikenakan pada transaksi akad yang menimbulkan utang
piutang (dain), seperti salam, istishna'serta murabahah dan ijarah.
Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas tentang
penetapan ta’wid pembiayaan murabahah di BNI Syariah KC Surabaya
menurut Fatwa DSN. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk membahas lebih
dalam melalui penelitian dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.
43/DSN-MUI/VIII/2004 Terhadap Pentepan 7a’wid Pembiayaan Murabahah
Griya iB Hasanah di BNI Syariah KC Surabaya”.
. Identifikasi dan Batasan Masalah
Dari latar belakang permasalahan di atas, maka penulis mengidentifikasi

beberapa masalah sebagai berikut:



Mekanisme pembiayaan murabahah griya ib hasanah.

Ketentuan dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah griya ib hasanah.
Penyelesaian pembiayaan murabahah griya ib hasanah pada nasabah yang
menunda pembayaran.

Penetapan ta’wid pembayaran pembiayaan murabahah griya ib hasanah di
BNI Syariah KC Surabaya.

Analisis Fatwa DSN-MUI N0.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi.

Dari beberapa identifikasi masalah tersebut di atas, perlu diperjelas

batasan-batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam

penelitian ini agar skripsi ini dapat terarah pembahasannya, maka penulis

membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1.

Penetapan ta’wid pembayaran pembiayaan murabahah griya ib hasanah di
BNI Syariah KC Surabaya.
Tinjauan fatwa DSN-MUI terhadap penetapan ta’wid dalam pembiayaan

murabahah griya ib hasanah di BNI Syariah KC Surabaya.

. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas permasalahan yang ingin dibahas atau dikaji dalam

penelitian ini adalah:

1.

Bagaimana penetapan fa’wid dalam pembiayaan murabahah griya ib
hasanah di BNI Syariah KC Surabaya?

Bagaimana tinjauan fatwa DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004
terhadap pentepan ta’wid pembiayaan murabahah griya ib hasanah di BNI

Syariah KC Surabaya?



D. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi tentang kajian atau penelitian yang sudah

diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini bukan

merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah

ada

12

Berdasarkan penelusuran kajian kepustakaan yang penulis lakukan,

berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan yang ada

dalam penelitian ini, diantaranya:

1.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Damayanti (2004) yang berjudul
“Studi Analisis Tentang Ketentuan Ganti Rugi Dalam Perjanjian Jual Beli
Barang Karena Wanprestasi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”.
Dalam skripsi tersebut lebih membahas tentangmekanisme serta hak dan
kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli barang menurut hukum
perdata dan hukum Islam, pandangan hukum Islam dan hukum perdata
Indonesia tentang ketentuan ganti rugi dalam jual beli karena
wanprestasi, serta persamaan dan perbedaan keduanya tentangketentuan
ganti rugi tersebut. '

Penelitian yang di tulis oleh Arianto Saputra (2014) dengan judul
“Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir dan 7a ’wid Bagi Nasabah Wanprestasi
pada PT. BRI Syariah” di sini dibahas tentang memenuhi prestasinya

denda (fa’zir) yang dikenakan oleh bank syariah hanya kepada nasabah

12 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, 2016.

BDwi Damayanti, “Studi Analisis Tentang Ketentuan Ganti Rugi Dalam Perjanjian Jual Beli
Barang Karena Wanprestasi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam”,(Skripsi—IAIN Sunan
Sampel, Surabaya, 2004).



mampu tapi enggan. Sedangkan ganti rugi merupakan tindak lanjut dari
nasabah yang lalai, yang sudah dikenakan fa’zir tapi masih tidak
memenuhi kewajibannya.'*

Dari penjelasan tersebut dapatlah diambil perbedaan dengan skripsi ini.
Dimana dalam skripsi ini yang menjadi objek penelitian adalah BNI Syariah
yang menekankan pembahasan tentang bagaimana aplikasi dan mekanisme
penetepan fa’wid pada pembiayaan murabahah griya iB hasanah serta apakah
ganti rugi yang diberikan telah memenuhi keadilan sesuai dengan tuntunan
Fatwa DSN.

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam pembahasan skripsi ini

yang sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :
1. Mengetahui mekanisme pembiayaan Murabahah Griya iB Hasanah pada
BNI Syariah KC Surabaya .
2. Mengetahui tinjauan fatwa DSN-MUI No.43/DSNMUI/VIII/2004
keterkaitan tentang pembiayaan Murabahah Griya iB Hasanah.
F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat paling tidak

terdapat dua aspek :
1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan pemahaman

dan ilmu pengetahuan ilmiah untuk mahasiswa.

“Arianto Saputra, “Analisis Pengelolaan Dana Ta’zir dan Ta’wid Bagi Nasabah Wanprestasi
pada PT. BRI Syariah”,(Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014).
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2. Secara praktis
Dapat menjadi pertimbangan mengenai penyelesaian pembiayaan bagi
lembaga keuangan Syariah pada umumnya dan BNI Syariah KC Surabaya
pada khususnya.
G. Definisi Operasional
Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami istilah yang
dimaksud dalam judul “Tinjaun Fatwa DSN-MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004
Terhadap Penetapan 7a’wid Pembiayaan Murabahah Griya iB Hasanah di
BNI Syariah KC Surabaya”.
Maka perlu dijelaskan makna yang terdapat dalam penelitian ini,
sehingga secara operasional tidak ada kendala berupa terjadinya perbedaan

pemahaman yang menyangkut hal-hal yang dibahas.

Ta’wid : Pihak yang dengan sengaja atau karena
lalai melakukan sesuatu yang
menyimpang dari ketentuan akad dan
menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Griya iB Hasanah :  Suatu pembiayaan yang berupa fasilitas
pembiayaan konsumtif yang diberikan
kepada anggota masyarakat dan besarnya
disesuaikan dengan kebutuhan
pembiayaan dan kemampuan membayar

kembali masing-masing calon.



Murabahah

Fatwa Dewan Syariah Nasional:

H. Metode Penelitian

1.  Datayang dikumpulkan

11

: Perjanjian jual beli antara penjual dan

pembeli. Penjual membeli barang yang
diperlukan pembeli kemudian menjualnya
kepada pembeli yang bersangkutan
sebesar harga perolehan ditambah dengan
keuntungan yang disepakati antara
penjual dan pembeli

Sebuah lembaga yang berperan dalam
menjamin  ke-Islamannya  keuangan

Syariah di seluruh dunia.

Data yang diperlukan dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam

rumusan masalah yakni data primer dan data sekunder.

1. Data primer:

1) Mekanisme pembayaran murabahah.

2) Penetapan fa’wid pembiayaan murabahah.

3) Besarnya ta’wid murabahah yang ditetapkan,

4) Pengalokasian dana ta’wid.

2. Data Sekunder:

1) Profil BNI Syariah KC Surabaya.

2) Produk dan aplikasi akad BNI Syariah KC Surabaya.

3) Konsep umum murabahah
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2. Sumber Data

Data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai

berikut:

1y

2)

Sumber Primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari
masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan

alat lainnya.”

Dalam penelitian ini, yaitu sumber data yang
pengambilannya diperoleh dari tempat penelitian. Data yang
didapatkan peneliti dari hasil wawancara dengan Pegawai BNI
Syariah KC Surabaya, Bapak Wahyu Cahyo Purnomo sebagai
Remmedial Reconvery dan Bapak Fahmi sebagai Consumer Sales
Head.

Sumber Sekunder adalah sumber yang telah dikumpulkan pihak
lain.'® Dalam penelitian ini, merupakan data yang bersumber dari
buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen. Meliputi:

1) Wahbah Az-Zuhaili, A/-Figh Al Islamiy Wa Adjllatuh.

1) Nurul Hudan dan Mohamad Heykal, Lembaga Keuangan Islam.
2) M, Suparmoko, Metode Penelitian Praktis.

3) Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan

Praktik.

4) Wahbah Az-zuhaili, Usul Al-Figh.

1> Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004),

87

'® Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT.
Gramedia Pusaka Utama, 1992), 69.
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3. Teknik pengumpulan Data
a. Observasi
Pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan
pengamatan langsung atau pencatatan dengan sistematis tentang
fenomena yang diselidiki baik secara langsung maupun tidak
langsung. Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan langsung
terhadap praktik pembiayaan murabahah dan penetapan ta’wid.
Pengamatan ini dilakukan dengan cara mengamati/mengikuti
jalannya pembiayaan murabahah dan penetapan fa’wid kemudian
mencatat hal-hal yang dianggap penting dan diperlukan dalam
penelitian.
b. Wawancara
Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan
cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya dengan si
penjawab.'” Wawancara digunakan untuk menggali data dengan
pegawai BNI Syariah KC Surabaya.
1) Bapak Wahyu Cahyo sebagai Remmedial Reconvery yang
melakukan penagihan terhadap nasabah yang bermasalah.
2) Bapak Fahmi sebagai Consumer Sales Head yang memasarkan

produk dan jasa kepada nasabah/calon nasabah.

Y Hermawan Wasito, Pengantar Metodologi Penelitian-Buku Panduan Mahasiswa, (Jakarta: PT.
Gramedia Pusaka Utama, 1992), 193.
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c. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan
yang berbentuk dokumentasi. Mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, surat, buku-buku, agenda, transkrip dan
sebagainya.'® Dengan melalakukan penggalian berupa data terhadap
masalah-masalah yangdiinginkan melalui cara pemahaman serta
penelitian terhadap data yangberada pada dokumen-dokumen yang
dimiliki oleh BNI Syariah KC Surabaya dan beberapa buku yang ada

hubungannya dengan permasalahan diatas.

4. Teknik Pengolahan Data

Editing, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan
memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang
meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya,
keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.'’

Organizing, yaitumengatur dan menyusun data sumber dokumentasi
sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai
dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh
sehingga menghasilkan bahan yang sesuai dengan susunan alur

skripsi.?

18 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: PT Rineka Cipta,

2006),231.

“Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 15.

Ipid, 154.
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c. Analyzing, yaitu merupakan tahap akhir, yaitu menganalisa kembali
lebih lanjut data-data yang telah tersusun untuk memperoleh
kesimpulan atas rumusan masalah.”!

Teknik Analisis Data
Analisis Deskriptif yang digunakan yaitu dengan cara menuturkan

dan menguraikan serta menjelaskan data penetepan denda pada

pembiayaan murabahah.** Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat
deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis,
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar
fenomena yang diselidiki.”> Metode ini digunakan untuk mengetahui

gambaran tentang penyelesaian pembiayaan murabahah pada nasabah di

BNI Syariah KC Surabaya.

Adapun pola pikir yang digunakan dalam menganalisis adalah pola
pikir deduktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada teori-teori yang
berkaitan dengan permasalahan, kemudian dikemukakan berdasarkan

fakta-fakta yang bersifat khusus.**

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka disusunlah

sistematika pembahasan sebagai berikut:

“Ibid, 195.

22 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Cet I, (Yogyakarta: Graha
1Imu,2006), 240.

*Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

**Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Jakarta: Gajah Mada University, 1975), 16.
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Bab satu berisi pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang
masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab dua penulis membahas tentang landasan teori ta’wid dan murabahah:
berisi tentang pembahasan yang meliputi ganti rugi (#a’wid) tinjauan hukum
Islam tentang murabahah.

Bab tiga merupakan pembahasan dari hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh penulis pada BNI Syariah KC Surabaya, yang berisi gambaran
umum BNI Syariah KC Surabaya, Aplikasi pembiayaan murabahah, dan
penetapan ta’widpembiayaan murabahabh.

Bab empat membahas analisis tinjauan fatwa DSN-MUI N0.43/DSN-
MUI/VIII/2004 terhadap penetapan ta’wid pembiayaan murabahah griya iB
hasanah di BNI Syariah KC Surabaya.

Bab lima merupakan bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dan

saran.
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